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Mengingat

BUPATI TORA"'A UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWI SATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan
bagian integral dari pembangunan Daerah Kabupaten
Toraja Utara yang dilakukan secara sistematis,
terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung
jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap
nilai-nilai agama, budaya, kekayaan alam, peninggalan
purbakala dan peninggalan sejarah, seni, karakteristik
daerah, serta kelestarian alam yang dimiliki merupakan
sumber daya dan modal dasar pembangunan
kepariwisataan;
bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk
mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan
memperoleh manfaat serta mampu menghadapi
tantangan perubahan kehidupan lokal, regional, nasional
dan global melalui usaha pariwisata;
bahwa pengembangan dan pengelolaan sumber daya

kepariwisataan perlu dukungan berbagai pihak dan
pemangku kepentingan (stakeholder) dalam
penyelenggaraannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Kepariwisataan.

c.

b

d.
/

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3al9l;



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (l*mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tora-ia Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 101, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4874);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2OO9
Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengg€rraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 5O Tahun 2OO7 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO
Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4761);
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1i. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2AiA tentang
Pengusahaan Parir,visata Alam Ci Suaka Margasatr';a,
Taman Nasional. Taman Hutan Raya dan Taman Wisata
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A1O

Nornor 44, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5116);

12. Peraiuran Pemerintah itiornor iE Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL6 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5887i;

13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pari'.r'isata Nomor
PM.8SIHK.SO I I ML<P I 2OLO tentang Tata Cara
Peirrlaftarati Usaha .iasa Perjalaniam Wisata;

14. PeraJllran Menteri Kebudayaan dan Pariq'isata Nomor
PM.86/HK.501 iM](^P I 2O1O tentang 'I'ata Cara
Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;

15. Pera.trrran Menteri Kebr.rdayaan dan Pa-riwisata Nomor
PM.87/HK.SOl/MKP12010 tentang 'I'ata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minumar.;

16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.88i HK.SOI IMKP IZOLO tentang Tata Cata
Pendaftaran Usaha .Iasa l(awasan Pariwtsata;

17. Pera-turan Menteri Kebudaya-an dan Pariwisa-ta Nomor
PM.89i HK.5O1 IMKP lzOiO tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Transpor",-asi Wisata;

18. Peraturan Menten Kebrrdayaan dan Pariurisata- Nomor

PI\d.gOi HK.5O1 IMI{P lzOiA tentang Tata Cara

Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
19. Peratllra.n Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PivI.9 i i HK.SO i lMl<P lzOiA tenlang Tata Cara

Pendaftaran usaha Pen5relenggaraan Kegiatan Hiburan
dan Rekreasi;

2O. Peraturan ivlenteri Kebuciayaan dan Pariwisata RI Nomor

PM.92/HK.5O1r/N[KP/2O1O tentang Tata Cara

Pendat'taran Usaha Jasa Pramuwisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.93/HK.5O1r/MKP/2OLO tentang Tata Cara

Pendaftaran usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,

Ferjalar"ran Intensif, Konperensi dan Pameran;

22. Peraturan Menteri Kebud.ayaan dan Pair,visata Ncmor

PM.g4IHK.SO1i MKP/2OlO tentang Tata Cara

PencitrfLaran Usaha Jasa Ktlrrsuitan Pariwisala;

23. Peraturan Menteri Kebudal'aan dan Parir"'isata Nomor

PM.95/ HK.SO I I MKP I 2OlO tentang 'Iata Cara

Penclaftarart Usaha Jasa Inforrnasi Pariw-isata;

24. Peraturan Menteri KebUdal,raan dan Pariwisata Nornor

PM.96/HK.501IMKPI2O1O tentang Tata Cara

Pendaftaran Usaha Wirta Tirta;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pari*4sata Nomor

PM.9T lHK.S01/MKPi 201U tentang 'fata Cara

Pendaftaran Usaha SPA;
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MenetaPkan

26. Peraturan Daerah Provinsi Suiawesi Seiatan Nomor 1

Tahun 2C11 tentang Penyelenggaraan l(epariw-isataan di
Sulawesi Selata.n {lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 20 1 i Nomor i, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulaw-esi Selatan Nomor 258);

27. Peraturan Daerah Pro.rinsi Sr-rlarvesi Selatan Nomor 2
'Iahun 20 15 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepar.iwisataam Daerair Provinsi suiawesi selatan
Tahun 2O15-2O3O (Lembaran Daerah Provinsi sulanesi
Selatan Tahun 2ALS Nomor 2. Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Seia.ian I'{ornor 28Oi;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja utara Ncrnor 4
Tahun 20 10 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2o1o-203o (Lembaran Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2AlA lJomor 4,

Tambahan kmharan Daerah Katlrpaten Toraja t-Itara

Nomor li.
29. Peraturan Daerah l{abupaten Toraja utara Nomcr L 1

Tahr:n 2015 tentang Rencana Induk Pembanguna-n

Kepariwisataan Daerah Tahun 20 15-2030 (Lembaran

Daerah Kabupaten Toraja utara Tahun 2015 Nomor LL,

Tambahan lrmbaran Daerah Ka-bupaten Toraja Lltara

Nomor 531.

30. Pei.atural Daera]r Kabupaten Toraja utafa Nomor 4

Tahun 2ot6 tentang Pembentukan dan susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja

utara Tahun 2ai6 lrlomor 4, Tarnbahan Lerxrbaran

Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61)'

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
I{ABUPATEN TORA.IA UTAR,T

Can

BUPATI TORA-IA IJATARA

MEMUTUSKAN:

PERATURANDAERAHTENTANGPENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB i
KETENTUAN LiMLJM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, iiang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Lltara"

2. Pemerintahan Daerah adaiah penyeienflgaraan urusan

pemerintahan oleh Pemenntah Daerah dan Dewan
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Perwakiian Rairyat Daerah menurLrt azas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem clan prinsip Negara Kesattran
Republik Indonesia sebagaimana <iimaksud daiam
Undang-Undang Dasar Negara Repiiblik Indoncsia Tahun
t945.

3. Pemerintah Daerah adalah Elupati sebagai unsur
perryeiengBara Penierintaiiarn Daerah yang nieminipin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adaiah Bupati Torqja Utara.
5. Dewan Penvakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya

disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyeiengga-raa-n Pemerintair Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
f)ewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemeriniahan yang menja<ii
ke'wenangan Daerah.

7. Badan adalah. sekr-rmpulan orang dan/atar-r modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Eladan Usaha Milik Negara (BUMNI, atau Eladan
Usaira Milik Daerah (BUhIDi derrgan lania ilan daiarrr
bentuk apapun, Iirma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, Derkumpulan, yayasan, organisasi massa.
organisasi sosiai poiitik, atau organisasi lainnya, iembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektit.. bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

8. Stanriar pengelolaan jasa usaha kepariwisata.an adaiah
sebagai petuajuk dan/atau pedoman tata cara penataan
dan pengembangan jasa r:saha pariwisata di f)aerah
sesuai dengan ketentuan dan kelayakan tempat usaha.

9. Kesenian adalah karya estetika hasil tei*wrrjudny-a
kreatirritas daya eipta, rasaT karsa <lan karya hidr"lp
dan/atau berakar rii Daerah baik tradisional maupun
kontemporei'.

10. Benda Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat
kebendaan berupa benda cagar buciaya, bangunan cagar
budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan
kau,asan cagar budaya di darat dan/atau di air yang
perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai
perrting bagi sejar-air, ilrnu pengetahLran, pendidikan,
agama, Canr/atau kebuCs5'a6m melalui proses
penetapan.

11.Wisata aciaiah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelornpok orang dengan mengunjungi
tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan
pribacii, atau mempeiajari keunikan objek yang
dikunjungi da-lar:n walitu sementara.
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i2. Wisatawan a<iaiah orang yang meiakukan wisata.
12 D^;,.;^^+^ ^,I^l^L 1-^-L^^^; 

-^^^* 
l-^;^+^- ..;^^+^ J^*r u. r il I w roaLa d\t(a1ctl I u\-I tJcl5.r.l' rl14\,6rtrt l\uEircrLd-rr ty rl)d La ud i r

r{irlrrlrrrno herhaoai fqsilitac serfa lar.rartart l.rgr-tr,

disediakan oleh masyarakat, pengusaha. Pemerintah
danl atau Pernerintah Daerah.

1A I1^^^;..;^^+^^- ^l^I^L 1-^^^1.--,L^* I-^^.:^+^* --^-^ +^-1-^:+1"1'. I\rviJcurwroa.L(I.6ul a-rlcr.l<llr A\-t)r,lLtl L{IrGr.rr r\\,514r-d.rl Jc11r5 LulI\d.lL

densan narrurisata vans bersifat murltidimensi sertaJ '',*--b

multidisiplin yang munclrl sebagai wujud kebutuhan
setiap orarlg dan negara serta interaksi antara wisaiawan
l^* *^^--^-^l-^+ ^^+^s-^+ -.;^^+^.-,^-Lld-.r1 rird.DJ 6u d.r\dL oLLLr.i.rP€LL, D\.D(llrra vr rlq.Lq-w 41r.,

Pemerin tah. Pemerinta-h Daerah d an Pen gr-tsaha.- --^D"'*-'

15. Sumber Daya Pariwisata adalah flora, fauna, bentang
aiam, seni, buclaya, saujana, tata kehiciupan masyarakat,
1-^-J^ ^+^ri l-^*-,*^- l-^*,^ *^-,,^:^ l^-^+l.-ruli.Li.j. LiL(l!i LJctr.l5l.-l.116lrr rlaJJci LllctllL.rJlcL JarrS Ltq,iJ(rL

disnnakan sebasai dava tarik wisata."- r"-'-."t>-* **J * -'^---'

16. Daya Tank Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki
keunikan, keindahan, dan niiai berupa keanekaragafilan
kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang
menjadi sasaran a-tau t-r*rjuan kunjr;rng2n rvisatawan.

17. Daerah 'lujuan Pariwisata yang selaqiutn-va disebut
Desijnasi Pariwisaia acialah area atau kanvasan geografis
yang berada da-tram satu atau lebih'rilayah administratif
yang di dalamnya terda.pat r;nsur atraksi wisata, fasilitas
umum dan pariwisata, aksesi.bilitas dan masyarakat,
yang saling terkait dan meiengkapi urrtuk terwujudnya
l.^--^;..;-^+a^nAVIJdLT 1Yv rircl-LCLilr.

18. Lisa.ha Pa-nwisata adalah r:saha. yang menyediakan
barang atau jasa bagr pemenuhan kebutuhan wrsatawan
dan penyeienggara pariwisata.

19. Pengusaha Pari','"'isata adalah orang atau sekelornpok

o!'ang yang melakr-rkan kegiatan r-rsaha pariwisat-a.

2A.l,zrn usaha/tanda dal'tar usaha adalah lzLtt usaha
kepariwisataan yang tiikeluarkan t-rieir Femerintair
n^^-^LuavLuL.

21. Industri Pariwisa-ta aclalah kumpnlan r-lsaha pariwisa,ta-

yang saling terkait daiam rangka menghasilkan barang
atau jasa bagi perrenuhan kebututran wisata.wa-n cialam
penSielenggaraan pariu'isata.

22'Penyediaan Akomcrd-asi arla-la& sriattt jenis akomoda-si

yang mempergunakan sebagian atau seiuruh bangunan
untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minurn
serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelcla secara

komersil.
23. Hotei aciaiah suatu usaha yang menyediakan tempat dan

iasilitas untuk menginaplistifahat, xrernperuletr

pelay'anan dan/ atau fasilitas larnni'a dengan perhitungan
pembalra-ra,n harian serta ci-a-pat menyed'ia-ka"n

restoran/rumah makan dan bar.
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24. Tempat kost acialah suatu usaha konrersii yang
^l-^- ^^1,,-,L ^+^rr ^^L^;^- J^--: ^r,^+*rrr.1-rrSBurr(aA4rl sLlLrl url d.L<,r,Ll D\,r.r.1tsrrclrr \.tcar i olJd.LLl

bangunan ya-ng khr:sus disediakan ha"gi setiap ora.ng
yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatlr
bangurrarr yailg ktrusus eiiscdiakan bagi setiap oralrg
r rntr rlz mamharalol.t l^tro-on non -i- ^hahqrlLur\ r^avrrrHvr vrvrr r4J {&r.Jr Plrr6ia^qPqrr.

25. Pondok wisata atau h.omestay adalah suatu usaha yang
menggunakan sebagian rumah tinggai untuk penginapan
bagi setiap orang derigan perhitungan biaya harian.

25. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri
dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal
ciengan perhitungan pembayaran harian serta dapat
meny-ediakan restoran / r.rmah makan J ang terpisah.

27. Rumah Adat Toraja atau yang disebtrt dengan Tongkonan
adalah bangunan yang dimiliki oleh suatu rumpun
keluarga yang diakui sebagai Tongkonani oleh masyarakat
^.{^+au4L.

28. Penyediaan Makan Minr-rm adalah setiap tempat rr_sa-ha

komersii yang ruang lingkup kegiatannya menyeciiakan
irirlangan ,ian rrrinurnan untuk ulrlurn di tempat
usahalya d.engan kriteria restcran/rumah makan.

29. Karaoke adalah usaha. yang menyediakan tempat dan
fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu iagu.

3C. Taman Rekreasi adalah suatu usaha 5,.ang meny'ediakan
tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memb,erikan
kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur
hiburan, pendi<iikan dan kebudayaan sebagai usaha
pokok di suatu ka',vasan tertentu dan dapat dilengkapi
dengan penyedia-an ja.sa pelayana"n makan dan minr-rm
serta akomociasi.

31. Gelarrg,garlg Renamg adalah suatu usaiia yarlg
rnen5reCiakan tempat Can fasilitas untr:.k berenang,
taman dan arena tlermain anak-anak sebagai usaha
pokok dan <iapat <iiiengkapi <iengan penye<iiaan jasa
pelayanan makan dan minum.

32. Gelanggang Seni adalah usaha yang men5rsdl4kan tempat
dan fasilitas melakukan kegiatan seni atau menonton
karya seni danlats.u pertunjukan seni.

33. Bioskop adalah suatri usaha yang mcnirdiakan tcmpat
dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film serta
dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan
rnadran clan minurn.

34. Pemandian Alarn adalah suatu usaha yang menl,ediakan
tempat clan fasilitas untr-rk mandi-mandi dengan
memanfaatkan air panas dan/atau air ter'iun sebagai
usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayan
makan dan minum serta akoneodasi.

35. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang
menyediakan ternpat. cian fasiiita.s untuk memancing ikan
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sebagai usaha pokok dan ciapat diiengkapi dengan
penyediaan jasa pelay-anan makan dan minum.

36. Gelanggang Permainan Dan Ketangkasan adalah st-ratr-r

usaha yang menyeciiakan tempat cian fasiiitas untuk
permainan ketangkasan dan atau mesin pei-mainan
sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan
penyediaan jasa pelayzuran makan dzur minum.

27 (aalan(;crar"r (, f)lah I?aoq adqlah rr<aha \ran(, rttatl.r.ro.Aialrqrt.bb4rbr!qb*Jw^b

tempat dan fasilitas olah raga dalam rangka reicreasi dan
l^ :1-- , -^ -lIlrJLtl dll.

.38. Perkemahan aclalah rr-saha trentr:k wisata dengan
menggunakan tenda yang <iipasang di alam terbuka atau
lzprato -o-.ilo-^o- t o.rroo- oo-.{i-i oo}.o-^i tamna}r\vlvlq tSqlgv^r6(Al vqtrqqrl Jvrlur^l rvuq6(g Lvrlll/qL

menginap.
39. Biro Perjalanan Wisata adaiah usaha penyediaan jasa

perencanaan pedalanan dan/atar: jasa pela5ranan dan
penyeienggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan
--;^I^-^- :L^J^L
Pt/rJCLrAro.ll rl/auer.

4O. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan
sarana, serta pemesanar tiket dan pernesanan
akornodasi serta pengurusan dokunaen perjalanan.

41. Panti Pijat adaiah usaha yang menyediakan tempat cian
fasilitas pemijatan dengan tenaga yang terlatih.

42.Panti Mandi tJap adalah suatu usaha komersil yang
ruang lingkupnya menyediakan iasiiitas man<ii uap/air
panas Cisertai pelayanan prjat (massage) terbuka untuk
umum, kecuali usaha yang bertujuan khusus untuk
pengobataii berdasarkan keanggotaan terbatas dan tidak
untuk mencari ker*rntungan.

43. Kompetensi adaiah seperangkat pengetahlran,
keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati,
dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk
mengerrbarrgkair profesionalilas kerja.

44. Rekomen<lasi adalah pemyataan persetuljuan dari
Pemerintah Daerah terhadap pengajuan izin usaha yang
didasari olch kajian survci jcnis usaha.

45- Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada
usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung
peningkatan mutu produk pariu.isata, pelayanan, dan
pengelolaan kepariwisataan.

Af- ll^^-;---:^^r^^- 1^^-^:t^r l-l^--^--^ ^l^l^l^ 1-^-2^.^-+\J. l\UPaCJ lwi5i1Ladlr yi:tuB UUI blrii.L $.Iltlt u}i auiriit-l'l lf'(i8,laLall

kepariwisataan strategis memiliki kekhususan wila.yah
dan merupakan kegiatan rintisan yang mempunyai daya
tarik khusus.

BAB Ii
IvIAKSLID, TLiJLIAN, DAN FUNGSI

D^o^l Otqgu4

iriaksud peny'elenggaiaan kepariwisataan adalah
menggerakkan selr-rmh potensi pariwisata yang ada-
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di Daerah agar dapat berkembang secara terarah, optimal,
dan fungsional selaras dengan niali-nilai agzrma dan budaya
masyarakat.

Pasal 3

Kepariwisataan berluj uan untuk:
a. memelihara nilai-nilai agama dan budaya masyarakat

Toraja Utara;
b. menumbuhkan rasa persatuan, pluralisme, dan

multikultur;
c. mendorong pendayagunaan potensi lokal;
d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
e. menciptakan kesempatan berusaha dan lapaagan kerja

bagi masyarakat Toraja Utara yang luas dan merata;
f. memelihara kelestarian dan keindahan lingkungan alam;
g. meningkatkan ke sej ahteraan masyarakat;
h. memajukan budaya Tor4ia; dan
i. memperdayakan, mendayagunakan, melestarikan, dan

meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani,
rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan
perjalanan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
ASAS DAN PRINSIP

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:
a. manfaat;
b. kekeluargaan;
c. adil dan merata;
d. keseimbangan;
e. kemandirian;
f. kelestarian;

C. partisipatif;
h. berkelanjutan;
i. demokratis;
j. kesetaraan; dan
k. kesatuan.

Pasal 6

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai

sebagai pengejawantahan konsep hidup
budaya
dalam
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keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan,
L,,1-..--^- *^-,,^:^ l^-^^- 

-^-,,^:^ 
.I^-IT\lULrlIEiA-lt lIr4llLlr)lCl, \.rul'rE;qJr D\.Od,lrlct rlr(llaLlitlcl, \lc[rr

hr-rbungan manusia dengan lingkungan;
b. men_iun-iung tinggi hak asasi manusia, keragaman

budaya, darr kearifan iokai;
c. menerapkan prinsip-pinsip berbasis masl,arakat,

hrerwawasan buda5ra, trerwawasan Iingkungan, dan
berkeianjutan;

-J l^^^--^-^C^^L ---^.--1- l--^-l^t-a--^^- -^^l--^L t-^^-J:l^-(1. ucr rrralilair.L LtlrLLtl( Kc$cJa.rrL€r it'atr i ar(yaL, t(ca,(tiliill,
kesetaraan, dan proporsionalitas;

e. memelihara kelestarian alam dan lingkungan;
f. menjamin keterpa<iuan antarsektor <ian antarciaerah

-^-,-^I-^- ^^+r, l-^^^+..^- ^:^+^*^+:^ l^l^-
-vd.rrB rrrsr LrPctl\(1.rl DCI-LLI I\UDa,L.JdlI oLt.-c[Icl DIJLt-llld,Lls (j.a.l.ara.-lll

rangka otonomi daerah;
g. mematuhi kode etik kepariwrsata€rn dunia dan

kesepakaia.n internasionai daiam biciang pariwisata,
sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama
dan br-rdaya daerah; dan

h. memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Repubiik
l-- -7^-^ --:^ /rrr/hr\lrruurlcsla (t\r\I(rr.

hah tt,rlrln rv
PE IVI BAN GUNAI{ KEPARIWI SATAAN

Pasai 7

Pembangrnan kepariwisataan dilaksanakan dengan
memperhatikan keanekaragaman, keunikan, cian kekhasan
budaya ,ian alam, serta kebutuhan manusia.

Pasa.l B

Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 7, meiiputi:
a. industripariwisata;
b. destinasipariwisata;
c. pemasaran; dan
d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 9

(i) Fernbangunan kepariwisataar Daerah diiakukan
berdasarkan Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Daerah "

(2i Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana ciimaksud
pada ayat (1) menipakan bagian irrtegral dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

IU



Pasal i0

Dalam hal yang bersifat khusus atau sebagai kegiatan
rintisan, Pemerintah Daerah dapat menyeienggarakan
kegiata.n wisata secara mandiri atau bekerjasama dengan
usaha parinrisata dan/ atalr masjrarakat setempat.

Pasa! l- l-

(i) Daerah, rvilayah, lokasi, bangunarl, alau saujarra yarlg
karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan
oleh masvarakat sebagai da,va tardk wisata, wajib
diiindungi danlatau dikuasai oieh Pemerintah Daerah
agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan
t!mum.

(21 Masrvarakat yang memiliki dan/atau menguasar daerah,
wilayair, iokasi, bangunan, atau saujana sebagairnana
dimaksud pada ayat (1), diberikan kornpensasi sesuai
ketentuan peraturan perundan g-undangan.

(3i Ketentuan iebih ianjut mengenai kriteria daerah, wiiayah,
lokasi, bangunan, atau saujana sebagaimana dimaksud
pada a),at (1), dan konopensasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan tsupati.

BAB V
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

E^-^l 1.tI aJat 14

Pemerintah Daerah berwenang:
a. melaksanakan kcbijakan Nasional dan mcnetapkan

kebijakan untuk skala Daerah, meliputi:
1. penyusunan Rencana Inciuk Pembanzunan pariwista

Daerah (RIPPDA);
2. pelaksanaan kebijakan Nasional dan penetapan

kebijakan Daerah dalam pengembangan sistem
informasi cian pengembangan sumber daya manusia
kebuday"aan dan pariw.isata;

3. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan
kebrlakan Daerah dalam penerapan standardisasi
bidang ptriwisata serta peneiitian kebudayaan dan
norirrricafo 'H(4 r vt rgqtq,

4. pelaksanaan ketrijakan nasional clan penetapan
pedoman pengembangan destinasi pariwisata;

5. pelahsanaan kebijalian nasional dan penetapan
kebijakan Daerah dalam pembinaan dan
penyelenggaraan usaha pariwisata:

6. penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan
pemasaran;

11



7. penetapan dan pelaksanaan pedoman perenc€rnazrn

partisipasi dan penyelenggaraan pamer.rn atau
kegiatan budaya dan pariwisata;

8. penetapan dan pelaksanaan pedoman serta
penyelenggaraan widya wisata;

9. penetapan dan pelaksanaan pedoman kerja sama
pemasaran;

10. pelaksanaan Rancangan Induk Penelitian Arkeologi
Nasional, berkoordinasi dengan Balai Arkeologi;

l l.penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia
pariwisata; dan

l2.pemeliharaan dan pengembangan aset Daerah yang
menjadi daya tarik wisata;

b. melaksanakan pemberian izin, rekomendasi, atau
pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha
pariwisata;

c. melaksanakan dan menetapkan penggolongan hotel
bintang untuk jenis usaha penyediaan akomodasi;

d. melaksanakan kerjasama internasional ata.u nasional
dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata;

e. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengembangan dan
menetapkan destinasi pariwisata serta daya tarik wisata
Daerah;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan
pariwisata;

C. menyelenggarakan dan memfasilitasi promosi destinasi
dan produk wisata yang berada di wilayahnya;

h. mengembangkan sistem informasi pemasaran pariwisata;
i. menetapkan kekhasan pariwisata Daerah dan penetapan

motto pariwisata Daerah; dan
j. mengalokasikan anggarankepariwisataan.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KEPARIWISATAAN,

KAWASAN WISATA UNGGUI.,AN, DAN JALUR WISATA

Bagian Kesatu
Kawasan Strategis Kepariwisataan

Pasal 13

(1) Kawasan strategis kepariwisataan merupakan daerah
atau wilayah yang mempunyai nilai strategis politik,
ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan dan
keamanan, untuk menjaga keutuhan sebagai bangsa
atau keutuhan wilayah tanah air, yang pengelolaannya
dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan
kepariwisataan.

t2



(2i Ketentuan iebih ianjut mengenai pengembangan
kaw,asan strategis kepariwisataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ciiatur daiam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(U Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan
cicngan rrrernerhatikan aspek:
a. sumber daya pariwisata alam dan budaya, yang

potensiai meniadi daya tarik pariwisata;
l- ^^+-- -;u. IJv Lvrlsr PaJd.r ,

c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan
bangsa dan keufr,ihan wtiay-ah;

d. perlindungan terha-clap lokasi strategis yang
mempunyai peran keagamaan;

e, perlindungan terhadap lckasi strategis ).ang
mempunyai peran ciaiam usaha peiestarian cian
-^*^-f^^+^- ^^^+ l^.-J^,-^. l^-
P(,lrr(1l I ld.cll-cu. r 4DU L rJ r,l(lctJ 41, LriLi r

f. perlindungan terhadap lokasi strategis yang
rnernpunyai peran strategis, rnenjaga fungsi dan daya
duktrng linglo-rngan hidup.

l2l Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk
berperan serta dalam terciptanya persatuan dan
kesatuan bangsa. keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, serta i-r-reningkatkan kesejahteraall
ma.syarakat.

(3) Kawasan strategis pariwisaia. harus memerhatikan
aspek agama, norma, dan sosial buday,a masyarakat
setempat.

n- --?- - tr--l---IraB,Iii.II h,eLtua
Kawasan Wisata Lrnggtrlan

Pasal 15

(1) Kaw'asan Wisata Unggulan merupakan daerah atau
wilayah yang menjadi kawasan wisata dengan
skala Daei'ali, Nasional, danlatau ii:ternasional yang
memiliki peran stra-tegis terkait d-engan pengembangan
wiiayah.

lCl l{efanfiran lahih lanirrf mancanai nanafanan Aon\- | r yv^av uqysu^ q4r

pengembang€Ln kawasan wrsata unggulan
scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Rasian Ketioa*- '-o*--- _ _'_ _ _-o-_

ialur Wisata

rr^^^t 14.I (1Dd,t r (J

(1) .-Ialur Wisata merr-rpakan rangkaia.n dari herbagai daya
tarik wisata yang terbentuk menjadi suatu jaiur yang

IJ



ciinii<rnati oleh wisatawan di dalam satu atau lebiit
destinasi pariwisata atau yang menjadi jalur wisata
dengan daerah (kabupatenlkotal iain.

{21 Pcngembangan jalur ttsata mciigg'rrnakan
pendekatnn lintas wilayah seca.ra t.erinfegrasi setragai
satu kesatuan.

(3i Wilai'ah Kecamatan yang daerahny'a menjadi jalur
wisata. memberikan dukungan pengembangan jalur
wisata secara lintas Daerah.

14\ Ketentua-n lebih Lanjut mengenai pengembanga-n jah-rr
wisata sebagairnana ciimaksud pacia ayat (2) diatur cialam
Peraturan Bupati.

BAB VII
JENIS USAHA PAzu\NIISATA

Bagian Kcsatu
Penggolongan Usaha Kepariwisataan

Pasai 17

(U Usaha pariwisaia. meiiputi:
a. penyeCiaan akomodasi:

1. hotel;
2. attage;
3. tempat kost; dan
4. ponciok wisata atau homestag;

b. penyediaan makan minum:
1. restoran/mmah maka,n;
2. cafe; dan
3. r.rmah kopi;

c. karaoke;
cl. pertunj ttkani slww biz;
e. taman rekreasi:

1. tempat wisata ziarah; dan
2. tempat w'isata sejarah;

f. gelanggang renang;
g. bioskop;
h. gelanggang seni:

1. sanggar seni:
2. gaien seni;
3. gedung Pertunjukan seni;

i. pemandian alam;
j. kolam pancing;
k. gelanggang permainan dan ketangkasan:

1. outbond;
2. uideo game/Plag station;

l. gelanggang olah raga:
L. lapangan golf;
2. lapangan futsal;
3. gelanggang senam;
4. rumah billiard;

l.+



5. lapangan tenis;
6. gelanggang bowling;

m. perkemahan;
n. biro perjalanan n'isata;
o. agen perjaianan wisata;
p. panti pijat tradisional; dan
q. panti mandi uap/Sehat Pakai Air (SPA).

1l Kafentrran lahih lanirrf rnenoenai I Tsaha PafiWiSata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturen Daerah tentang Tanda Daftar Lrsaha
Pariwisata.

Bagian Kedua
Pengusahaan Objek rlan Daya Tarik Wisata

Pasal 18

(I) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pengusaha
pariwisata wajib memperoleh izin atau mendaftarkan
usaha pariwisata kepada Pemerintah Daerah sesuai
ketentuan peraturan oerundang-undangan.

(2) Ketentuan lcbih lanjut mengenai pendafta.,-an atau tanda
daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ,liatur dengan Perafr"rran Daerah.

Pcmerintah Daerah dapat mcnunda atau mcninjau kcmbali
izin, rekomendasi, atau pendaftaran usaha pariwrsata,
apabila tidak scsuai dcngan tata cara perolchan izin,
rekomendasi, dan pendaftaran pariwisata.

Bagian Keuga
r T^^L^ Q^-^-^ rt^-:-,:^^+-uuiI- ia oal a.i rai riit livisala

Pemerintah Daerah bcrkewajiban mengembangkan dan
melindungi usaha mikro. kecil. menengah. dan koperasi
dengan cara:
a. membuat kebijakan dan melaksanakan program

kemitraan; dan
b. mem{asilitasi kemitraan pengembangan usaha.

BAB VIII
r l/ltl I -E Lf,lI \r\rt!ra.tlftll l\-Crrrll\l W IJ-al I f1J11\

(1) Usaha pariwisata dapat dilakukan olch badan usaha
dan perseorangan.

(2) Dalam melakukan kegiatan usahanya, badan usaha atau
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
-w-ajib memiliki izin, rekomendasi, atau mendaftarkan
usaha pariwisata kepada Pemerintah Daerah.

L)



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, rekomendasi, atau
pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tentang
Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 22

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, wajib
memberikan kemudahan pelayanan proses perizinan,
pemberian rekomendasi, atau pendaftaran dalam
penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAE} IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 23

Pemerintah Daerah berhak:
a. mengatur dan mengendalikan usaha kepariwisataan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menerima Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan

retribusi bidang usaha pariwisata sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dal

c. menerima data dan informasi kegiatan usaha yang
dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan.

Pasal 24

(1) Seliap badan usaha berhak:
a. mendapatkan kemudahan pelayanan dari Pemerintah

Daerah;
b. memperoleh kesempatan melakukan usaha

pariwisata;
c. memperol eh iztn, rekomendasi, atau terdaftar sebagai

pelaku usaha pariwisata;
d. mendapat fasilitasi promosi yang dilakukan

Pemerintah Daerah; dan
e. mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah dan

instansi terkait dalam melakukan kegiatan usaharrya.
(2) Setiap orang dan/ atau masyarakat di dalam dan di

sekitar daerah tujuan wisata (destination) mempunyai
hak prioritas:
a. menjadi pekerja usaha pariwisata;
b. mendapatkan kesempatan bermitra dengan industri

pariwisata;
c. mendapatkan kesempatan dalam pengelolaan usaha

pariwisata; dan
d. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah

dalam melakukan kegiatan usaharrya.
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Pasal 25

Setiap wisatawan berhak memperoleh:
a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata

beserta fasilitasnya;
b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
c. perlindungan hukum, keamanan, dan kenyamanan;
d. pelayanan kesehatan;
e. perlindungan hak pribadi sepanjang tidak bertentangan

dengan norrna agama dan budaya setempat; dan
f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang

memiliki risiko tinggi.

Pasa] 26

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan
lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai
dengan kebutuhannya.

Pasal 27

Bagian Kedua
Kewajiban

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. memberikan pelayanan dan kemudahan atau fasilitasi

kepada para pengusaha pariwisata secara optimal;
b. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan

hukum, keamanan, dan keselamatan kepada
pengusaha dan wisatawan ;

c. menciptakan iklim yang kondusif untuk
perkembangan usaha pariwisata yang meliputi
terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha,
fasilitasi, dan kepastian hukum;

d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset
Daerah yang menjadi daya tarik wisata, serta
menggali aset potensial;

e. mengawasi dan mengendalikan kegiatan
kepariwisataan dalam rangka mencegah dan
menanggulangi berbagai dampak bagi masyarakat
luas;

t7

Setiap pengusaha pariwisata berhak:
a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha

di bidang kepariwisataan;
b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi

kepariwisataan;
c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 28



f. memberikan penghargaan kepada warga masyarakat
dan dunia usaha yang berprestasi sesuai dengan
bidangnya;

g. memberikan perlindungan terhadap Hak atas
Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai daya tarik wisata;

h. menyelenggarakan promosi investasi pengembangan
bidang pariwisata; dan

i. menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka
meningkatkan sadar wisata.

(2) Pemerintah Daerah bersama-sama pelaku usaha
menyelenggarakan promosi daya tarik wisata di dalam
maupun di luar negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Setiap orang berkewajiban menjaga situasi yang kondusif,
aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga
kelestarian lingkungan daerah tujuan wisata (desfination),
baik lingkungan alam maupun budaya Daerah sesuai
ketentual peraturan perundang-undangan.

Pasal 3O

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:
a. memiliki kelengkapan surat izin usaha;
b. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat,

budaya dan kebiasaan (perilaku) yang hidup dalam
masyarakat setempat;

c. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan
kelestarian lingkungan;

d. menyediakan fasilitas sarzrna ibadah;
e. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung

jawab;
f. memberikan pelayanan yang optimal dan tidak

diskriminatif;
g. menjaga citra dan menjaga tidak te{adinya pelanggaran

kesusilaan, ketertiban umum, perjudian, perdagangan

manusia, dan penyalahgunaurn Narkotika, Psikotropika,
dan Zat Adiktif lain (NAPZA), serta penjualan barang
dan jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

h. menjaga dan memelihara situasi yang kondusif
di lingkungan usahanya;

i. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan,
keamanan, dan kenyamanan wisatawan;
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j. menyediakan fasilitas dan sarana bagi penyandang cacat,
lanjut usia, dan anak-anak sesuai jenis usaha pariwisata
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. memprioritaskan penggunaan produk masyarakat
setempat, produk dalam negeri, seni budaya dan tradisi
Daerah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga
kerja lokal;

1. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan
dan pendidikan;

m. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana
dan program pemberdayaan masyarakat; dan

n. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan
Sadar Wisata dart Sapta Pesona bagi masyarakat di
sekitarnya.

BAB X
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PARIWISATA

Pasal 31

(1) Dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan,
Pemerintah Daerah wajib membangun Sistem Informasi
Manajemen Pariwisata (SIMPAR).

(2) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata
(SIMPAR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
kepariwisataan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Sistem
Informasi Manajemen Pariwisata (SIMPAR) sebagaimana
dima-ksud pada ayat (1) dan ayat l2l diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB xI
PEI.ATIHAN DAN PE}IYULUHAN

Pasal 32

(1) Pelatihan di bidang kepariwisataan merupakan upaya
peningkatan kualitas sumber daya pariwisata dengan
tujuan men ingkatkan mutu pelayanan.

(2) Pelatihan tenaga kerja usaha pariwisata dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah dan/ atau anggota asosiasi
pariwisata.

(3) Pelatihan sumber daya manusia pariwisata dibiayai oleh
Pemerintah Daerah dan anggota asosiasi pariwisata.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan di bidang
kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (21, dan ayat (3) diatur da-lam Peraturan Bupati.
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rASAl JJ

Dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat.
Pernerintah Daerah melaksanakan penyuluharr sadar wisata
farharlan oplrrnrh nemanclzrr tzanonfi-oon lclnbohalJo-cllvr rrqsql/ uv^qr uai yvrarq^46^\q r\Ll/vliLr^.6..!r lu!@rLv, Lvoev, o)-

BAB xII
KOIWENSI, PERJALANAN INSEN'flF" L)AI{ PAMERAN

Pasai 34

(i) Penyelenggai=aarl konverrsi, perjala.narr insentif, dal
r-rArrrerAr.t rnelinr rti'
a. pembuatan program penyelenggaraan;
b. peny'ediaan fasilitas dan sarana; dan
c. pelayanannya.

{2\ Perrrerittali Daera}r fiierniasilitasi pengefilbai}garr inciustri
konven*.i, pe{alanan insentif, dan pamera!1 di
wilayahnya.

(3) Peny'elenggaraan dan pembangunan sarana dan
prasarana konvensi, perjalanan insentif. dan pameran
dapat dilakukan oieh Perrerintah Daeratr dan/atau
swasta.

(4i Ketentuan lebih ianiut mengenai penyelenggaraan
konvensi, perjalanan insentif, dan pameran diatur dalam
Peraturan Buoati.

BAB XIII
PE}.IELITIAN DAN PENGE}VTBANGAN

D^oal 2(I qg4r vv

(1) Penelitian dan pengembangan pariu.isata
ciiselenggarakan untuk menganaiisis kondisi objektif
mengenai kepariwisataan guna mendulfirng pemmusan
kebijakan dan strategi pembangunan kepariwis atalar,.

(21 Kcgiatan penelilian dan pengernbangan pariwisata
sebagairnana dimaksud pada aj/at {1} naeliputi kegiatan
yang permasalahannya berhubungan dengan aspek
penyelenggaraan kepanw-isataan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan
pengembangan pariwisata ciiatur dalam Feraturan
Bupati.

BAB XIV
PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PROMOSI

Fasal 36

/t\ rr--a--l- -^^--- .J--t---- t---,'^r- -^---l- -,--^-- l---
tI, \./riLLll( rlrcrr(lLrKLlIrB PruBrarrr KeB,raurjr pcrrEclrruir.IrB,all uall

promc,si pariwisata, clapat dibentrrk lemhaga
pengembangan dan promosi pariwisata yang berfungsi
sebagai rnitra kerja Pernerintah Daerah.

l2l Keanggotaan lembaga pengembangan dan promosi
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pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas unsur:
a. Pemerintah Daerah;
b. lembaga pendidikan;
c. pengusaha pariwisata;
d. asosiasi pariwisata;
e. unsur asosiasi profesi;
f. pemerhati pariwisata; dan
g. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tujuan, tugas dan
fungsi, struktur dan personalia, pendanaan dan tata cara
pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 37

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama dalam
rangka penyelenggaraan kepariwisataan.

(2) Kerjasama sebagaimana dima}sud pada ayat (l)
dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
a. Pemerintah Daerah kabupaten / kota lainnya;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah;
d. kmbaga/instansi dari luar negeri; atau
e. Swasta.

(3) Ke{asama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) meliputi kerjasama:
a. pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata

nasional;
b. pengembangan wisata unggulan;
c. pengembangan wisata lintas batas; dan
d. kerjasama lain sesuai kesepakatan bersama.

(4) Kedasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dituangkan dalam bentuk:
a. Nota kesepahaman atau Memorandum of

Understanding (MoU);
b. Perjanjian Kerjasama (PKS); dan/atau
c. Peraturan Bersama dan/atau Keputusan Bersama.

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 38 ayat (2)

huruf e dilakukan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan kompetensi sumber daya

manusia;
b. penelitian dan pengembangan;
c. pengelolaan aset dan objek wisata; dan/ atau
d. kegiatan lain sesuai kesepakatan bersama yang saling

menguntungkan.
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BAB XV:i
PERAN SERTA MASYAR.AKAT

Pasal 39

(11 Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenglJaraan
1-^-^-:---:^^+^^- ---k.1- 

-^-:-^I-^+1-^- 
^^l^- -.:^^+^l\(.Pir.rlwtDd.td-cl.^l L,rlrLLllL rrlLrllrlBActLActll sct(lctl wrSctLcl-

melalui pemberian saran, pertimbangan, pendapat,
tanggapan, dari rnasukanr terhadap pengerrrbangair,
informasi potensi pariwisata dan rencana pengembangan
kepariwisataan.

(2) I\lfasyarakat berker,r,ajiban untuk turut serta menjaga
suasana yang kondusit, €urr€u:r., dan nyaman dengan
memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan, dan
kelestarian lingkungan, norrna agama dan kesusilaan.

(3) Keterrtuani lebih larrjut niengerrai tata cai'a pelaksarraal
peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) diatur daiam Peraturan Bupati.

BAB )Cv'II
KOL]RDINASI

Pa-sal 4O

(1) Bupati melaksanakan koordinasi pembangunan
kepariw-isatazur deirgan sektor lain, instansi ver'likal,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Llsa,ha. Milik Daerah,
asosiasi pariwisata, dan iembaga terkait. lainnya.

{2) Pelaksanaan kocrdinasi teknis pembangunan
kepariwisataan Daerah ciilaksanakan oieh Perangkat
Daerah yang membidangi keparit'isataan.

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi dan
keterlibatan sektor lain ,ialam pendukungaii percepatan
pembangrtnan panwisata Daerah d-iatur da-lam Pera-trr-ran
Bupati.

BAB XVTII
PENDANAAN

Pasal 41

Pencianaan pembangunan pariwisata bersumber ciari
Pcmcnntah Dacrah, pcngusaha, masyarakat, dan/atau
sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 42

Penselolaan dana nembansnnan kena.riwisataa-n dilakr-rkan- ---o-- r ----*-"-o ---f--'-

berd.asarkan prinsip keaciiian, proporsional, profesional,
afeLtif afioienci frononoranci r:lon olrrrntaFralv:v^rL^4, v^4u^errvrt ur qrJlJq aLLJL,

Pasal 43

(U Pcrncrintah Daerah menga-lokasikan sglngian Anggaran
Pendapatan dan Belanja. Daerah (APBD) da-ri penda,patan
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yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiaian usaha
pariwisata atau sektor lain untuk kepentingan
pelestarian, pengembangan, da-n pem.anfaa-tan daya tarik
obiek wisata.

(2J Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintali
Provinsi dalam mengalokasikan anggaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dnonl AAI4OG I I

Pemerintah Daerah dapat memberikan pendamaan bagi
usaha mikro, kecil, dan menengah dibidang kepanw'isataan
sesuai kemampr;an keuangan Daerah.

BAB XIX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

n-_-t rrrasan'to

(1) Pembinaan pen-velenggaraan kepariwisataan
diiaksanakan oleh Bupati daiam bentuk pengaturan,

bimbingan, pengau'asan, dan pengendalian terhaCap

kegiatan usaha pariwisata -

(21 Pembinaan penyeienfllgaraan kepariwisataan
sebagairraira dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan

agar tercipta k-ondisi yang mendukung kepentingan

wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata, dan

terpeiihararrya objek dan daya tarik wisata beserta

lingkungann]'a, serta tetap terpeliharanya norma-norrna

aganrLa d-an kesusilaan.

iS) Dalam rangka mewujucikan pembinaan pen'Jeienggaraan

kepariwisataan sebagairnana diiriaksud pada ayai (2),

dilal+rkan upaira:
a. peningkatan kualitas dan kuantitas produk wisata;

b. penyebaran pembangunan produk pariwisata;

c. peningkatan aksebilitas parlr'r'isata;

d. penciptaan iklim u-saha- yF-rlg sehat dibidang usaha

pariwisata;
e. peniitgkatal perau serta sw-asta daiarn pengetlbailgan

usaha Parirvisata;
f. peningkatan peran serta mas5rarakat dalam

pengembangan usaha Pariwisata;
g. perlindungan tcrhadap pelestanan dan kcutrihan

objek dan daYa tarik wisata;
h. peningkatan promosi cian pemasaran produk wisata:

dan
i. peningkatan kerjasama !.oka!', l"'ilairah, regional'

nasional, mauPun internasional'
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rah rrrTrfAIJ ,(-4.
LARANGAN

Pasal 46

tU setiap orang cian badan usaha dilarang merusak
scbagian atau seluruh {isik daya tarik urisata.

(21 Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud
pada a3'-at ii) adalah melaki:k"t p".b*atari mengibahwarna, mengubah bentuk, menghilangkan spesiestei'tentu, r',eiicerrrankanr ii,gku'ga,, memi'ciairkan,
mengambil, menghancurka-n, atarr- memusnahka-n clayatarik wisata yang teiah riitetapkan oieh pemerintah
Daerah.

Pasal 47

Setiap orang atau badan usaha yang melakukanusaha pariwisaia. geianggang boiai mesin
ketangkasan, arena biUi;d, 6r*It", panti prjatcian panri mandi uap (SpAi riiiarang
mengoperasikan kegiatan usahan3,a pada hari besai
(han raya) keagamaan.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasa-l 48

{1) setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi
ketentuaii sebagaimaira dir:taksu,l ,lalar:r pasal 18,
Pasal 3o, dan Pasal 47, dikenakan sanksi administ_ratif-

/nt(2) sanksi adminislradi scbagairrrzura ciinraksud pacia ayal
I1) henrna.
a. peringatan tertuiis;
b. pennbatasan k-egiatan usaha;
c. pembekuan sementara kegiatan usaha; danTatau
d. pencabutan izill, usaha, rekomendasi, atau

penghapusan dalam daftar usaha pariwisata.
(3i Perlngatan tertulis sebagarmana dimaksud pada ayat {2}huruf a dikenakan kepada pengusaha paling ban5rak

a l+:-^\ 1-^1:\) [Lr5ir.j rr.art.

t4) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada a3r-at (2j irur*rif b dikenahan kepada pengusaira
yang tidak mematuhi peringatan sehagaimana dimaksud
pacia ayat (3).

t5) Pembekr*ran kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (2i hurui c dikenakan kepada pengusaha yang ridak
memenuhi keten+-uan sebagaimana dimaksud pada
avat (3i dan ayat i4).

(61 Pcnnohrrtn- ioit rrcolro rlon non^lr^^rroan r{oIom.laf}--\v, r urrvauqLq.L iLi/LLL .l.,crirci (jr'rr Pvrlt;iiaii.ia-i3a;iij. Lj.cii(iiii LiciiLij.i

usaha pariwisata sebagarmana dimaksud pada a-vat {2)
L,.*,f J I:I-^-^1-^- I-^*^l^ ,^^L^ -^-:--,:^^+iiLrl (rr Ll Lri"t\Ultd.I\dlrr A\-Pctl.rrrt lJ\.r.iBqDcLtr.l, PcrrIwISdLi:1 JdrrB
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
-^J^ ^--^a /4\ ^--^L IAI -J^.^ ^--^. rEl
Pir-uir. a.yi:tl tJr, iryilL t-+r, uarr iayilL [rrr.
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BAB )(xli
PEIWIDIKAN

Pasal 49

(1) Seiain Pejabat Penyidrk Kepolisran Republik Indonesia
,T)r1r T)T\ 1-^-L.-^^ 

-^---:l:l- 
+:--J^l- 

-:l^-^tr\lLr\I, JiarrB ,Jcr LLrErils rucrrJrLuA Lllruiitll Prtralra,
nenvidikan atas tindak nidana clana-t rlilakrrkan oiehL- ---,: - l- -'-__ - -_--f _-

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipii (PPNS) di
lingkungan Pemerintah Daerah ].ang pengangkatannya
ditetapkan sesuai ketenfuan peraturan perundang-
undangan.

12\ Dalam melaksanakan tr-rgas penyiclikan, Penyidik
ssfHgaimana dimaksud pada ayat (1i berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan Cari seseorang

tentang adanya tindak pidana;
b. melakrrkan tindal<an pertama pada saat itu di tcmpat

kejacl ian cla-n melakr rkarr pemeriksa-an;
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan

memeriksa tanda pengenal d.iri tersangka;
d. melakukan penvitaan benda danlatau surat;
e. mengambii sidik jari dan memotret seseorang;
f, memanggil seseorang tr-ntr-r-k didengarka-n cl-an

ciiperiksa sebagai tersangka ata"u saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang Ciperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. menghentikan penyidikan setcla-r\ mendapat petunjuk

d-an Penytdik [-Imtr-m bahwa ticl-a-k terdapat culo.-rp
bukti, atau peristiwa tersebut bukan mempakan
tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik
Umum memberitahukan hal tersebut kepada
Penuntut unium, tersangka, dan keluargarry-a; dan

i. mengadakan tindaka-n lain menun-rt hukr-rm yang
dapat dipertanggungjawabkan ;

(3) Pejabat Pen3tCik Pegav,,ai Negeri Srpil (PPNS) dalam
melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik, berada di
baw-all koor'iiirasi Pe ny"idik Kepoiisiari Republik iirdorresia
(PC)I,RI)\- -- "---,"

xxIII
KETENTUAN PIDANA

?-r^^^l Enri:tsiai \r\-/

,1\ Qafian Arahd rla- L.o.l^- troal-a rrdhd 
-olol-rl-o-[r, JUUGI/ vr.xr6 u(!^ vsu<lr ss.lra J4rt5 ralulq\ur\rxr

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
-J-t^--^ h^-^t At l:-^:l^-^^ l-,-_^-- --:-t^--^ l----uictalrl rasar ru, tllPrua.rra LtsrrH,ilrr Pruarla r(ur urrEir.rl
pa,ling tinggi 3 (tiga) br:ian atar-r pidana denda paling
banyak Rp5O.OOO.OOO,O0 (iima puluh juta rupiahi.

12) Tindak pidana sebagaimana dirnaksud pada a5rat (1)

adalah pelanggaran.
(3i Denda sebagairnana diirraksud pada ayat (1) mei-upakan

penerimaan Negara.

z.J



Pasal II

Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangEat

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dqlqm lmbaran De€reh Kabupaten Torqia Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 16 Mei 2016

A UTARA,

NAN

Diundangkan di Rantepao
padatanggal 16 Mei 2016

DAERAH
RAIA UTARA,

LEMBARAN DAERAH TABUPATEN TORA"'A UTARA TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN TORA"IA U?ARA, PROVINSI ,

SULAWESI SEI.ATAN NOMOR B.HK.HAM.2.4O. 16

tll'
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PEN.jELASAi.i

11Iflr)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOP..AJA UTARA
NOMOR 7 TAHTIN 2016

TENTANG

PENYEI .IINGGAP3AN KEPARIWI SATAAN

I. UryTUryI

Kepariwisataa.n merupak€ul keseiuruhan kegiatan yang terkait
dengan pariwisata yang bersifat muitidimensi, multisektoral, rnultitiisiplin
dan multi peinangku kepentingam, 1-allg timbul sebagai kebutuhan orang
dan Negara, diakibatkan olch intcraksi antar w'isatarn'an, masSiarakat
seternpat, pengusaha parir'",isata, serta lingkungan hayati, lingkungan non
ha3rati, lingkungan buatan, dan/atau lingkungan sosial. Kepari*,isataan
melibatkan hanyak pemangku kebijakan dengan berbagai kepentingann)ra
masin g-masin g. Pembanguna-n kepariwisat-aan Daera h men:pakan bagian
dari kepariwisataan nasional. berusaha menggerakkan seluruh potensi
pariwisata yang ada di Daerah agar dapat berkembang optimal dan
fungsionai seiaras dengan niiai-nilai, keyakinan, kepercayaan, kebiasaan,
tradisi dan adat isliadat masyetrakat setempat.

Kabupaten Toraja Ul-ara merupakan wilayah yang sanga[ polensial,
seLain secara gec,grafis strategis sebagai w-ilayah )'ang berbatasan dengan
Tana Toraja, Luwrr Utara, Luwrl, I(ota Palopo, dan Mamuju llrol.insi
Sulawesi Barat, ytrIg dapat dijadikan jalur vrisata Kabupaten Tora.la Utara
rnerupakan ka.*rasan strategi pariwisata yang kalra dengan surnber da5rg

pariwisata yang dapat dikembangkan sebagai andalan ekonomi untuk
mensejahterah ka n masya rakat. Keanekaragama n lingkungan buda-va serta
alam hayati dengan prospek kekuatan ekonomi merupakan daya tarik
sebagar oblek wisata yang dapat cirtawarkan untuk melayani kebutuhan
wisatawan.

II. PASAL DE}.4I PASAL

Pasai 1

Cukup jelas.
n^__l nratijd.t z

Cukup jelas.
Da-^l 2laotu9

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukr-rp jela-s.
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Pasal 5
Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfa-af aclalah bahwa
pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dapat
memberikan manfaat sebesar-besariiya kepada selui-uh
lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa datam bentuk manfaat
ekonomi berupa terciptanya peiuang usaha cian kesempatan
kerja serta rnanrfaat sosiai dan budaya ber-upa kesenrpa'rar
untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya
interaksi sosial _yang terdapat akibat adanya kegiatan
pariwisata.

IJ, rn rf l.tlaql ur u

Yang dimaksud dengan oasas kekeluargaan" adalah bahwa
peiaksanaan pembangunan pariwisata harus dilaksanakan
secara bersama-sama dan diji*'ai dengan semangat
kebersama.an, menghindari adanya bentuk sosial ,vang dapaf-
mengakibatkan memudarnya niiai-niiai kekeiuargaan yang
menjadi jirna dan roh kehidupan sosial mas5,'arakat.

Hurr-rf c
Yang dimaksud dengan "asas aciii dan merata" adalah bahwa
setiap warga masy-arakat berhak ikut serta dalam
pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata
diartikan semlla warga Negara berhak menikrnati hasil-hasil
kegiataii peinbangunan kepariwisataam sesuai rriiai-nilai
darma bhakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan
kepada bangsa dan Negara.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bah.,r,'a
pembangunan pariwisata dilaksanakan secara seimbang tidak
hanya menekankan pacia pembangunan ekon<lmi tapi juga
seimbang dengan Pembangunan mental dan karakter sosial
serta individu melalui interaksi seisial yang terbangun sehagai
akibat dari acianya kegiatan pariwisara di Daerah.

lluruf e

Yang dimaksr-rd dengan 'asa.s kema-ndirian" adalah ba,hwa
pembangunan kepariwisataan harus ciapat membangun
semangat kemandirian barrgsa untuk tidak tergantung secara
sosial maupun ek-onomi dari sisi pen;rsdhan sumber da5r4.

Huruf f
Yang dimaksud dengan oasas kelestarian" adalah bahwa
pelaksanaan pembangunan parir,r,isata harus selalu
dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber
daya, baik surnber daya aiam maupun surnber daya sosiai
dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanSra penerapan
prinsip kelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak
pada ekspioitasi sumber daya yang beriebihan yang pada
gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya
kenrsakan lingkungan yang tirlak menguntungkan tragi
perkembangan pembangunan pariwisata itu senciiri.
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Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas partisipatil" adalah bahwa
pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan
melibatl<an seluruh komponen masyarakat secara altif pada
semua tahapan pelalsanaan pembangunan kepariwisataan
sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini
dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak
mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil pembangunan
kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Disamping itu keterlibatan masyarakat pada
semua tahapan pembangunan pariwisata dapat
meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap
pembalgunan pariwisata itu sendiri.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa
pembangunan pariwisata harus dilaksanakan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan yaitu selalu
mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini
dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang.
Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan di segala
bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat
jangka panjang.

Hurufi
Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah agar
pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan
mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta
harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha
menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas
musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan
pariwisata perlu dilaksanakan dengan semangat
kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan
mengakomodasikan kebutuhan masing-masing pemangku
kepentingan dengan tanpa kepentingan bersama.

Hurufj
Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa
dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata perlu adanya
kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah,
pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan
pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan,
implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta
evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing
pemangku kepentingan memiliki keduduka-n yang setara
dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata.

Hurufk
Yang dimaksud dengan "asas kesatuan" adalah bahwa
kegiatan pembangunan kepariwisataan khususnya kegiatan
pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk
memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan
Negara Republik Indonesia.
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Pasal 6
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Hurrf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Yang dimaksud dengan "kode etik kepariwisataan dunia dan
kesepakatan internasional" adalah bahwa Kabupaten
Toraja Utara sebagai bagian dari masyarakat internasional
dalam melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan harus
mengacu pada kode etik pariwisata internasional, yang telah
disepakati oleh Negara-negara anggota World Tourism
Organization.
Substansi pokok dari kode etik pariwisata internasioanal
adalah memberikan penghargaan tinggi terhadap nilainilai
kemanusiaan, tradisi masyarakat lokal, pemberdayaan
ekonomi masyarakat lokal, harmoni kehidupan beragama,
implementasi pembangunan berkelanjutan, penghargaan
terhadap warisan budaya dan penghargaan terhadap hak-hak
pekerja dalam bidang pariwisata.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Karakter pembangunan pariwisata bersifat multi sektor, multi
dimensi dan multi pemangku kepentingan. Oleh karena itu,
perlu disusun secara sistemik, terintegrasi dan sinergis, agar
tidak terjadi tumpang tindih kepentingan.
Dalam pen5rusunan sebuah rencana pembangunan
kepariwisataan harus dilakukan secara sistemik atau dalam
satu kesatuan sistem. Hal ini dimaksudkan agar terbangun
sinergitas antar sektor dan antar pemangku kepentingan
secara vertikal maupun horizontal, karena karakter
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pembangunarl pariwisata mernilikt in lerdependensi yang sangat
tinaci rmal.o oi-o-aitoo i-i oanca* aaaaatttlzan lzalrarlrociloaqr166r, rlr.Jlu Jlrlvl 6 LqJ rrlr 9(Ir6uL rllvllLll Lqllul 

^\u 
uLr lrqJf r.Jr

pembangunan pariwisata itu sendiri.
A -- - r , , \

^yaL 
('+,

C.r:krln ielas.
Avat i5)

rr..l-..- i^l^^v LiIs.LiP Jr-rc,rs.
Pasal 1O

Kegiatan kepariwisataan yang memiiii<i kekhususan $,ilayah adaiah,
nnnfnlr (naaari rli olos orrran, r{i I nlai rlan sorriana nArrranrloncran ,'{iLUitLUri truELri -ui qLG- 4va4ii ur pv^qi q.s1 rquJ(r.u pvr^rurruurrEq^r qr

Batutumonga.
l tlrasan t t

Arrqf f 1 l

Yang riimaksuci dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk
melindungi Dacrah, '*'ilayah, lokasi, bangunan atau saujana
yang karena memiliki sifat khr:sus dan/atan telah digunakan
oieh masyarakat adaiah apabiia ciitemuican satu daerah aiau
v;ilayah atau lckasi yang rnerniliki keunikan mi.salnya desain
dan/atau nilai sejarah sehingga dapat dijadikan sebagai salah
satLi daya 't"ai'ik wisata. Kewajiban tei=sebut diiakukan derigali
memberikan perlin<lr:ngan dari r-rpaya pengrtlsakan dengan
cara antara lain melalui upaya pemaniaatan.
Unfuk membei"ikan perlindungan dari upaira pengrdsakan atau
pengalihan firngsi yang tidak sesua-i rl-engan peruntuka-nnya-
maka pemerintah wa,iib mengambii alih kepemilikan <iengan

rnernberikan gan+"i r.rgi yang rnemadai kepada pernilik, yang
selaqjutnya dijadikan sebagai aset Daerah.

A , /6\AyaL [2,
Cukrrn ielas.

A--^+ ro\..-rJia.L (u,

CtrkuP jelas.

D^o^l 1 OI Og{! l4

Cukup jelas.

Fqsql 1?

Ayat (1)

Pengembaiigan sebuah kawasan strategis pariwisata
clihara-pkan da-pat memacl.l pertr-rmtruhan ekonomi suah-l

wilayah, karena sektor pariwisata bersifat muitiplier efiect,

artinya pengembatlgan parirvisata pada suatu daerah atau
kawasan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain,
seperti pertanian, perkeburlarl, usaira mikro, kecii cian

rnenengah dan lain-lain. Agar tidak menirlbulkan masalah
kerusakan lingkungan maka pengembangan sebuah kawasan
strategis pari.ruisata hanis merigacu pada kebijakan Rencana

Umlm Tata- Rr-ra-ng da:r Rencana- Detail Ta-ta, Rr:a-ng utilaya-h

dengan mempertimbangkan potensi yang ciimiliki oieh suatu
r,,,,ilayah, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal

Pasai

n___lric-san

n-, _trasat

n - -trasan

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

L4

Cukup jelas.

i5
,l--^+ ,1 IrrJiLr t{

Yang dimaksud dengan "peran strategis" karena lokasi atau
intensitas kunjungannya ataupun karena permasalahan yang
J:-:l:l-:----^ r^-1-^ ir -7 ^^ -^ ^ 2 ^- - ^ t-^ t ^ --: ^ ^ ^^ -^-l^^- -^-^ ---:1^--^l^ulllfirrll.uryct Ltrill.ir.rL u(,rrH,arr r]il-L sLIdLuBrs PUIrH,grrruirJrtir-rr wuayir.rr.

Ayat {2)
Cuicup jelas.

16
Cukup jelas.

17
Cukup jelas.
l6IO

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pendaftaran usaha" adalah untuk
usaha pariwisata skala Provinsi, maka pengusaha pariwisai:.
diu'qjibkan untuk melakukan pendaftaran usahanjra kepaCa
Pemerintah Provinsi. Sedangkan untuk usaha pariwisata skala
Daerah, maka pengusaha pariwisata diwajibi<an untuk
melakukan pendaftaran usahanjia kepada Pemerintah Daerah
yang selanjutnya melaporkan hasil pendaftaran kepada
Pemerintah Provinsi.
Hal ini dimaksudkan unfuk memacu peningkatan investasi
pariwisata di Daerah dan pelaksa.na,an ter-tib administra-si"

Ayat {2i
Cukup jelas.

19

Cukup jelas.

20
Cuicup jelas.

2t
Cukup _ieias.

22
Cukup jelas.

23
Cukup jelas.

24
Cukup jelas.

25
Cukup jelas.

26
Cukup jelas

27
Cukup jelas.
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Pasal 28
Ayat (1)

Huruf a
Untuk memberikan pelayanan optimal, Pemerintah
Daerah harus menJrusun dan melaksanakan standar
pelayanan minimum di bidang kepariwisataan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Untuk memacu tumbuh kembangnya kreativitas
masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan
perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual
bagi produk kreatif dimaksud.

Huruf h
Pemerintah Daerah melaksanakan promosi investasi
setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, untuk mendorong
pengembangan destinasi, pengembangan produk serta
fasilitas dan sarana pariwisata.

Huruf i
Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam melaksanakan promosi pariwisata, Pemerintah Daerah :

a. menetukan arah dan strategi kebijakan promosi pariwisata
Daerah;

b. menetapkan btue print pengembangan promosi pariwisata
Daerah untuk jangka waktu 5 tahun;

c. melaksanakan promosi destinasi dan fasilitasi promosi
produk;

d. menyiapkan material promosi;
e. menetapkan motto atau tagline promosi Daerah;
f. menetapkan hasil analisis pasar wisata Daerah sebagai

bahan kebijakan promosi pariwisata Daerah.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 3O

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
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Pasa1 32
r1.-1-,- :^t^^\/Lrr\uP Jurds.

Pasai 33
Cukup jelas.

Pasai 34
,1--^+ ,1 IrrJar t{

Yang dimaksud d.engan "Konvensi" adalah rapat
kesepakatan/pemufakatan atau perjanjian internasionai
terutama niengenai adat istiadat dan tradisi.
Yang dimaksud dengan "Perjalanan InsentiI" adalah perjalanan
wisata yang diberikan atas suatu prestasi.
rt----- -t:----l-----l J (n-------^--n ^.-l-t-l- -----L-----'--t----- l--------IaII8, tlullitl(SLtu UeIrB,i{It ralllelir.It a(tanail PcI-LuIrJuKic.II ucl-uPa
hasi! kary,s seoi, barang produksi, dan pertunjukan lain ]'eng
menjadi daya tarik wisata.

Ayat i2)
Fasilitasi ]'arlg Cilakukan Penaeintah Daerah antara lain
meliputi gedung, prasarana.

Ayat (3i
r!..1-,,-:-I^-vqAuP JvraJ.

Ayat (a!
Cukup jeias.

Pasal 35
Cukup jeias.

Pasal 36
Cukup jeias.

Pasal -37

Ayat {1}
r\-.1--.-:^1^^L,LTALTIJ Jf-1d.D.

Awet l2.l- -J "'-- \-'

Daerah ciapat mengadakan kerjasama dengan luar negeri,
konsultan dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kerjasama luar negeri.

A -1ra\AyaL to,
(lrrlzrrn ietoav'ulruy

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (ii

Yang dimaksud Cengan lernbaga lain termasuk perguruan
tinggi, BUMN dan pihak-pihak lain pemerhati kepariwisataan,
sesuai kesepakaian bersama.

A-,^+ r4lr-v4L (2.,

Cukup jelas.
Ayat (3)

Bentuk perjanjian meiiputi Nota Kesepahaman/Idemorandum
of Llnderstanding (MoU), dan Perjanjian Kerjasama {PKS}.
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

39
Cukup jelas.

40
Cukup jelas.

4l
Cukup jelas.

42
Penegelolaan keuangan mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang keuangan negara atau daerah.

43
Cukup jelas.

44
Cukup jelas.

45
Cukup jelas.

46
Cukup jelas.

47
Cukup jelas.

48
Yang dimaksud dengan "hari besar/ raya keagamaan" adalah hari
yang disucikan oleh suatu agama yang ditetapkan sebagai hari libur
nasional dan berwarna merah pada tanggal di kalender.

49
Cukup jelas.

50
Cukup jelas.

5l
Cukup jelas.

52
Cukup jelas.
53
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 64

35


